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Abstrak

Kewenangan bidang pertanahan adalah kewenangan untuk menentukan,
mengatur dan menyelenggarakan hal-hal mengenai tanah. Menurut ketentuan
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan landasan politik dari hukum
Agraria di Indonesia, kewenangan bidang pertanahan pada asasnya merupakan
urusan Pemerintah Pusat, yang pelaksanaannmya di daerah menggunakan asas
medebewind. Setelah keluarnya UU No.22 Tahun 1999 yang sudah direvisi
dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerntahan Daerah, telah terjadi
perubahan dalam system pemerintahan di Indonesia, dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Setelah
keluarnya UU tersebut telah terjadi penafsiran yang berbeda tentang
kewenangan bidang pertanahan. Pasal 10 ayat (5) UU No.32 Tahun 2004 telah
menjawab tentang kewenangan bidang pertanahan, adalah sebagai urusan-
urusan lain yangkewenangannya ada pada Pemerintah Pusat yang
pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk
medebewind sebagai urusan yang bersifat wajib.
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